SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERLAKUAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
O01/MENKES/PER/I/2012 TENTANG SISTEM RUJUKAN PELAYANAN
KESEHATAN PERORANGAN SECARA MUTATIS MUNTANDIS BAGI
PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN

Menimbang :

Mengingat

PERORANGAN DI KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

a. bahwa dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu

—

pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dapat dilakukan
melalui sistem rujukan pelayanan kesehatan yang
terintegrasi dan terpadu;

bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 001/Menkes/Per/1/2012 tentang
Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan, dapat
diberlakukan secara mutatis muntandis bagi Sistem
Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan di Kabupaten
Bangka yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor
1821);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3237);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 382);

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang

pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka  Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4033);

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5072);

. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3637);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4594);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka
Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
657 /Menkes/Per/VIII/2009 tentang  Pengiriman dan
Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik dan Muatan
Informasinya;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
658 /Menkes/Per/VIII/2009 tentang Jejaring Laboratorium
Diagnosis Penyakit Infeksi New-Emerging dan Re-Emerging;



16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
411/Menkes/Per/Il1/2010 tentang Laboratorium Klinik;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
028 /Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16);

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
001/Menkes/Per/1/2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan
Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 122);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERLAKUAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR

O01/MENKES/PER/I/2012 TENTANG SISTEM RUJUKAN
PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN SECARA
MUTATIS MUNTANDIS BAGI PELAKSANAAN SISTEM
RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN DI
KABUPATEN BANGKA.

Pasal 1

Pemerintah Kabupaten Bangka dalam melaksanakan sistem rujukan
pelayanan kesehatan perorangan di Kabupaten Bangka, menyatakan berlaku
secara mutatis muntandis Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
001/Menkes/Per/I/2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan
Perorangan di Kabupaten Bangka dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 15 April 2013

BUPATI BANGKA,
cap/dto

YUSRONI YAZID
Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 15 April 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH Salinan sesuai dengan aslinya
KABUPATEN BANGKA, KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,
cap/dto

H. M. ESPADA YAMIN
DONI KANDIAWAN, SH, MH
PENATA TK I
NIP. 19730317 200003 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2013 NOMOR 19



